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a. bahwa Pengelolaan Keuangan Desa telah ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan 
Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat 
beberapa ketentuan khususnya dalam Pasal 68 ayat (3) 
yang dirasakan kurang efektif dalam mendukung program 
Cash Manajemen System (CMS), sehingga dipandang perlu untuk 
diadakan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 
Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8[' 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia; 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerint~ Pen~ayti 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta KeIJa; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014 Ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang 
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang pengelolaan keuangan Desa; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal 
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 92); 

10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang 
Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Berita 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal 
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati 
Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi 
Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Berita Daerah Kabupaten 
Tegal Tahun 2018 Nomor 8). 

11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Ten tang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal 
Tahun 2019 Nomor 1); 

12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 Tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12); 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

PASAL II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

(3) Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima 

juta rupiah) harus dilakukan secara transfer atau non tunai. 

(1) Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

58 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 

Pasal 33 dianggarkan dalam APB Desa. 

(2) Pembayaran Pengadaan Barang/ Jasa dapat dilakukan secara transfer atau 

non tunai. 

Pasal 68 

Ketentuan Pasal 68 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 1 TAHUN 
2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 


